
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 
 

PERATURAN  BUPATI LIMA PULUH KOTA 
NOMOR 19 TAHUN 2015 

 TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 

TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

 
Membaca : a. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 

300/42/BKBP-LK/III-2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal 

Penyampaian Perubahan Standar Biaya Tahun Anggaran 

2015 

b. Surat Direktur RSUD Dr. Achmad Darwis Nomor : 

445/767/RSUD-AD/2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal 

Permohonan Penetapan Standar Biaya Kegiatan di BLUD 

RSUD dr. Achmad Darwis. 

c. Surat Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Nomor : 

520/117/02/BP4K/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 

Perihal Penambahan SAB. 

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 338/5/DP-

LK/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal Penyampaian 

Usulan Revisi Standar Biaya Tahun Anggaran 2015. 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi berbagai kebutuhan satuan 

kerja perangkat daerah terkait dengan materi standar 

biaya untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan 

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang 

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015; 



 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu 

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

5679); 



 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 Tentang  Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah  

empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2015; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 

Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1); 

15.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2009 

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2009 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  LIMA PULUH KOTA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH 

KOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR 
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 

Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 terkait dengan 

materi lampirannya diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana 

tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



 

Pasal 2 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

Ditetapkan  di Sarilamak 

Pada Tanggal          30 April 2015 
       

    BUPATI LIMA PULUH KOTA 

 

 

             ALIS MARAJO 
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